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MOTTO DAN PERSEMBAHAN  

 

 

MOTTO 

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.” 

(QS. Al-Insyirah [94]: 5-6) 
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ABSTRAK 

 

PENYELESAIAN DEBITUR WANPRESTASI DENGAN JAMINAN FIDUSIA 

BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG 

JAMINAN FIDUSIA. 

 

Oleh : 

Anjasmara 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian debitur 

wanprestasi dengan jaminan Fidusia ditinjau berdasarkan Undang-Undang 

Nomor  42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Untuk permasalahan tata 

cara penyelesaian debitur wanprestasi dengan jaminan kredit berdasarkan 

Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tetntang Jamnian Fidusia, bentuk 

wanprestasi yang dilakukan debitur pada perjanjian kredit dengan jaminan 

fidusia dan tanggung jawab debitur wanprestasi pada perjanjian kredit 

dengan jaminan fidusia. 

 Penulisan skripsi ini tergolong penelitian normatif yang bersifat deskriptif, 

sehingga tidak berkehendak menguji hipotesa. Sehubungan dengan 

penjaminan ini, apa yang harus dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur). 

Apabila pemberi fidusia (debitur) melalaikan kewajibannya atau cidera janji 

yang berupa lalainya. Pemberi fidusia (debitur), memenuhi kewajibannya 

pada saat pelunasan utangnya sudah matang untuk ditagih, maka dalam 

peristiwa seperti itu penerima fidusia (kreditur) bisa melaksanakan 

eksekusinya atas benda jaminan fidusia. Ketentuan ini didasarkan pada 

Pasal 29 ayat 1 (a) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia yang berdasarkan Ketuhanan Maha Esa, Irah-irah inilah yang 

memberikan titel eksekutorial yang mensejajarkan kekuatan akta tersebut 

dengan putusan Pengadilan. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

terkait perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dengan judul: “Penyelesaian 

Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang – 

Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”. 

cara penyelesaian debitur wanprestasi pada perjanian kredit dengan jaminan 

fidusia yaitu dengan cara litigasi atau kreditur mengajukan gugatan perdata 

di pengadilan Negeri dan melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi 

obyek jaminan fidusia sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dan juga dapat dengan cara non 

litigasi yaitu kedua belah pihak yang bersengketa bermusyawarah mencari 

solusi bagaimana cara dapat menyelesaikan masalah tanpa harus merugikan 

kedua belah pihak. Wanprestasi yang dilakukan pihak debitur akibat kelalaian 
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akan membawa akibat hukum berupa pembayaran ganti rugi, dan penyitaan 

benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan apabila pihak kreditur sampai 

mengajukan ke Pengadilan Negeri maka pihak debitur harus menanggung 

semua biaya di pengadilan. Adapun saran sebaiknya pihak debitur harus 

memenuhi prestasinya tersebut dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian 

yang dibuat oleh kedua belah pihak dan tidak melakukan perbuatan yang 

dapat merugikan pihak kreditur agar tidak terjadinya wanprestasi. Pihak 

debitur harus bertanggung jawab atas perbuatanya dengan cara membayar 

ganti rugi dan semua utang beserta bunga yang sudah disepakati oleh kedua 

belah pihak berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata dan menyerahkan benda 

yang menjadi obyek jaminan fidusia secara sukarela kepada kreditur 

berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang 

Jaminan Fidusia. Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan 

jaminan fidusia ini hendaknya diselesaikan oleh para pihak secara non 

litigasi (secara kekeluargaan) dikarenakan akan memberikan keuntungan bagi 

kedua belah pihak. 

 
Kata Kunci: Penyelesaian Wanprestasi, Debitur, Kreditur dan Fidusia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Pengusaha memulai usahanya memerlukan modal yang tidak 

sedikit, terkadang juga pengusaha tersebut tidak memiliki cukup modal. 

Karena itu pengusaha melakukan pinjaman kredit dari bank atau lembaga 

keuangan bukan bank yaitu Koperasi untuk memulai usahanya. Dalam hal 

ini melibatkan pemberi pinjaman (Kreditur) dan menyediakan bagi 

penerima pinjaman (debitur). Di sinilah muncul perjanjian kredit. 

Terkait dengan adanya jaminan dengan transaksi kredit antara 

kreditur dan debitur maka diperlukan adanya suatu lembaga jaminan. Salah 

satu lembaga jaminan yang digunakan adalah lembaga jaminan fidusia. 

Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan 

Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. 

Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-

meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan 

cepat, walau dalam beberapa hal dianggap kurang menjamin adanya 

kepastian hukum. 

Jenis Jaminan ada 2 antara lain jaminan materiil dan immateriil, 

jaminan materiil adalah jaminan hak-hak kebendaan seperti jaminan benda 

tidak bergerak maupun bergerak, sedangkan jaminan immateriil 

perorangan.
1
 

 

Jaminan yang sering digunakan dalam suatu perjanjian kredit adalah 

jaminan fidusia, Perjanjian dengan jaminan fidusia bersifat accessoir, 
                                                     

 
1
 Badriyah Harun, 2010, Penyelesaian Sengketa Kredit bermasalah, Pustaka Yustisia, 

Yogyakarta, hlm. 26. 



 

 

2 

adalah perjanjian. Jaminan fidusia merupakan yang lahir dan tidak 

terpisahkan dari perjanjian kredit, hal ini berarti bahwa perjanjian jaminan 

fidusia tidak mungkin ada tanpa didahului oleh suatu perjanjian lain yang 

disebut perjanjian pokok.
2
  

Dalam lembaga penjaminan dikenal lembaga fidusia. Asal usul dari 

kata fidusia adalah fides yang berarti "kepercayaan". Itulah sebabnya 

pengertian Fidusiaire Eigendomsoverdracht sering dikaitkan dengan 

pengertian penyerahan jaminan hak milik berdasarkan kepercayaan. 

Dikaitkan dengan hubungan yang terbentuk antara debitur dan kreditur, 

asas kepercayaan ini bersifat sentral oleh karena pemberi fidusia (debitur) 

percaya bahwa penerima fidusia (kreditur) akan mengembalikan hak milik 

yang telah diserahkan setelah pemberi fidusia membayar lunas hutangnya. 

Sedangkan pihak kreditur juga percaya bahwa debitur akan menjaga barang 

jaminan yang berada dalam kekuasaannya yang telah diserahkan setelah 

dilunasi hutangnya.
3 3

Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi 

fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam 

kekuasaannya. 

Sebagaimana hal tersebut kebendaan jaminan fidusia masih tetap di 

tangan debitur, sedangkan kreditur hanya menguasai surat-surat atas bukti 

kepemilikan kebendaan dari tangan debitur yang diserahkan kepada 

kreditur. 

                                                     
 
2
 Tan H. Kamelo, 2006, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan, 

PT. Alumni, Bandung, hlm. 2. 

 
3
 Ahmad Sanusi, 2013, Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Akibat Hukumnya (Suatu 

Tinjauan Normatif), Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 7 Nomor 1 Maret 2013, hlm. 74. 
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Jaminan fidusia merupakan produk konvensional yang diterapkan 

untuk memberikan perlindungan bagi kreditur khususnya. Ketika debitur 

melakukan wanprestasi, kreditur dapat meminta ganti rugi kepada debitur 

melalui eksekusi atas jaminan fidusia. Dengan pendaftaran fidusia, eksekusi 

barang jaminan dapat dilakukan segera tanpa menunggu putusan 

pengadilan. Kondisi semacam ini.
4
 

 

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar 

kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya 

dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Disebutkan 

dalam Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 

Penyerahan hak milik secara kepercayaan dalam fidusia ini lazim 

disebut juga dengan penyerahan Constitutum Possesorium (penyerahan 

dengan melanjutkan penguasaannya). “Kontruksi Fidusia adalah 

penyerahan hak milik atas barang-barang debitur kepda kreditur sedang 

penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitur (Costitutum 

Posesorium) dengan syarat bahwa bilaman debitur melunasi hutangnya, 

maka kreditur harus mengembalikan hak milik atas barang-barang itu 

kepada debitor.
5
 

Sehubungan dengan penjaminan ini, apa yang harus dilakukan oleh 

penerima fidusia (kreditur). Apabila pemberi fidusia (debitur) malalaikan 

kewajibannya atau cidera janji yang berupa lalainya. Pemberi fidusia 

                                                     

 
4
 M. Yasir, 2016, Aspek Hukum Jaminan Fidusia (Legal Aspect of Fiduciary Guaranty), 

Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i, Volume 3 No 1, hlm. 76. 

 
5
 Munir Fuady, Jaminan Fidusia Revisi Kedua, (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2003), 

hal.10 



 

 

4 

(debitur), memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya sudah 

matang untuk ditagih, maka dalam peristiwa seperti itu penerima fidusia 

(kreditur) bisa melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia. 

Ketentuan ini di dasarkan pada Pasal 29 ayat 1 (a) Undang-Undang Nomor 

42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berdasarkan ketuhanan maha 

esa, Irah-irah inilah yang memberikan titel eksekutorial yang mensejajarkan 

kekuatan akta tersebut dengan putusan Pengadilan. 

Sehubungan dengan penjaminan ini, apa yang harus dilakukan oleh 

penerima fidusia (kreditur). Apabila pemberi fidusia (debitur) malalaikan 

kewajibannya atau cidera janji yang berupa lalainya. Pemberi fidusia 

(debitur), memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya sudah 

matang untuk ditagih, maka dalam peristiwa seperti itu penerima fidusia 

(kreditur) bisa melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia. 

Ketentuan ini di dasarkan pada Pasal 29 ayat 1 (a) Undang Undang Nomor 

42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berdasarkan ketuhanan maha 

esa, Irahirah inilah yang memberikan titel eksekutorial yang mensejajarkan 

kekuatan akta tersebut dengan putusan Pengadilan. Berdasarkan uraian latar 

belakang yang telah dijelaskan tersebut diatas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian terkait perjanjian kredit dengan jaminan fidusia 

dengan judul: “PENYELESAIAN DEBITUR WANPRESTASI 

DENGAN JAMINAN FIDUSIA DALAM UNDANG UNDANG 

NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, dan untuk 

memperjelas arah penelitian, maka penulis mendapat pokok permasalahan yaitu : 

1. Bagaimanakah tata cara penyelesaian jaminan fidusia berdasarkan 

Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999? 

2. Apa bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur pada perjanjian kredit 

dengan jaminan fidusia? 

 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian 

1. Ruang Lingkup 

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dan 

pembahasan masalah dengan menitikberatkan perhatian pada 

penyelesaian debitur wanprestasi jaminan fidusia ditinjau dalam Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1999, tidak menutup kemungkinan juga untuk 

membahas hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan. 

2. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan memahami tata cara penyelesaian jaminan 

fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. 

2. Untuk mengetahui mengenai bentuk wanprestasi yang dilakukan 

debitur pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia;  
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  Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu 

pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran 

khususnya bagi Hukum perdata, yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada 

Almamater. 

 

D. Kerangka Konseptual 

 Kerangka Konseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep 

yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam 

menyusun sistematis penelitian. Kerangka konseptual menjadi pedoman 

peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam 

penelitian : 

1. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar 

kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak 

kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan 

pemilik benda itu.
6
 

2. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang 

berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak 

dapat dibebani hak tanggungan.
7
 

3. Hak Guna Usaha adalah suatu hak kebendaan untuk menikmati 

sepenuhnya akan kegunaan suatu barang tak bergerak milik orang 

lain, dengan kewajiban untuk membayar upeti tahunan kepada si 

                                                     
 
6
 Rachmadi Usman, 2021, Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan 

Fidusia Atas Dasar Kepercayaan, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty Of Law, Universitas Islam 

Indonesia, Vol 28 Issue 1, hlm. 140. 

 
7
 Salim HS, Op.Cit, hlm. 127. 
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pemilik sebagai pengakuan akan kepemilikannya, baik berupa uang, 

hasil atau pendapatan.
8
 

4. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan 

kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang di 

buat oleh kreditur dengan debitur.
9
 

5. Debitur adalah orang atau pihak yang mempunyai utang atau 

pinjaman ke pihak lain, karena adanya suatu perjanjian atau 

undang-undang yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali 

pelunasannya pada masa yang akan datang.
10

 

6. Kreditur adalah pihak atau perorangan, organisasi, perusahaan atau 

pemerintah yang memiliki satu atau lebih tagihan kepada pihak 

kedua atas properti atau layanan jasa yang telah diberikannya 

(dalam bentuk kontrak atau perjanjian) di mana diperjanjikan bahwa 

pihak kedua akan mengembalikan properti yang nilainya sama.
11

 

7. Eksekusi adalah tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan 

yang telah berkekuatan hukum tetap, akan menjadi pilihan untuk 

dilakukan apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau 

memenuhi isi putusan secara sukarela.
12

 

E. Metode Penelitian 

                                                     

 
8
 Ibid., hlm. 118 

 

 
9
 Ibid., hlm. 180. 

 
10

 Ulang Mangun Sosiawan dan Syaprianus Ariesteus, 2017, Kepailitan Dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang, Jakarta Selatan, hlm. 83. 

 
11

 Ibid, hlm. 84. 

 
12

 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2000, Hukum 

Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, hlm. 130. 
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 Metode penelitian ini merupakan unsur yang mutlak ada dalam suatu 

penelitian, demikianlah pula hubungan dengan penulisan skripsi ini. Metode 

penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar melalui 

langkah-langkah yang sistematis. Langkah-langkah yang ditempuh dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini, jenis yang digunakan adalah 

penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian 

yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan 

perundang-undangan. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

1999 Tentang Jaminan Fidusia. Spesifikasi penelitian ini termasuk dalam 

lingkungan penelitian yang bersifat deskriptif dengan memaparkan dan 

mengungkapkan yang berkaitan dengan judul penelitian. 

2. Jenis Data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan 

perundang- undangan yang terkait jurnal, kamus, artikel, dan buku-

buku lainnya. 

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama 

yang diperoleh dari pustaka, antara lain: 

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, 

artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari 

Perundang- undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam 
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perbuatan perundang- undangan dan putusan-putusan hakim. 

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-

buku teks (text books) yang ditulis oleh para ahli hukum yang 

berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-

kasus hukum, yurisprudensi dan hasil-hasil simposium mutakhir 

yang berkaitan dengan topik penelitian. 

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan penunjang yang mencakup 

bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang mencakup 

kamus bahasa untuk pembenahan tata Bahasa Indonesia dan juga 

sebagai alat  

bantu pengalihan bahasa beberapa istilah asing, internet dan lain-

lain 

3. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian hukum ini Teknik pengumpulan data yang 

digunakan melalui studi kepustakaan (library research) yaitu penelitian 

untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan 

menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, serta 

mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan 

permasalahannya yang akan dibahas, buku- buku ilmiah, jurnal-jurnal, 

perundang-perundangan serta dokumen-dokumen yang terkait dalam 

penulisan skripsi ini. 

4. Teknik Analisis Data 
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Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan 

diklarifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya 

menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, 

sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga 

memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. 

Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa 

kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni 

penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dari konkret yang 

dihadapi, oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus 

diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat 

menjawab permasalahan dalam penelitian. 
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